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ABSTRACT 

Street crime in the form of theft with violence or robbery is a criminal offense that is increasingly prevalent and 

disturbing to Indonesian society. This study aims to examine the regulation of theft with violence under the National 

Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and to analyze the effectiveness of criminal sanctions in addressing the 

phenomenon of street crime. The method employed is normative juridical with a statutory and conceptual approach 

through literature study analyzed qualitatively. The findings indicate that theft with violence has been firmly regulated 

under Article 479 of the National Criminal Code with graduated sanctions ranging from a maximum of 9 years 

imprisonment to the death penalty, reflecting a paradigm shift in punishment from a retributive approach toward 

corrective, restorative, and rehabilitative justice. However, the effectiveness of criminal sanctions remains suboptimal 

due to socio-economic factors, weak law enforcement, an underperforming correctional system, and insufficient 

synergy among stakeholders. This study concludes that Article 479 of the National Criminal Code needs to be 

reinforced with non-penal strategies through an integrated approach that addresses the root causes of social problems 

in order to achieve sustainable public order and safety. 
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 ABSTRAK 

Kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan atau begal merupakan tindak pidana yang semakin marak dan 

meresahkan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan berdasarkan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) serta menganalisis efektivitas sanksi pidana dalam 

menanggulangi fenomena kejahatan jalanan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan telah diatur secara tegas dalam Pasal 479 KUHP Nasional 

dengan ancaman sanksi berjenjang mulai dari pidana penjara maksimal 9 tahun hingga pidana mati, mencerminkan 

pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. 

Namun, efektivitas sanksi pidana masih belum optimal akibat faktor sosial-ekonomi, lemahnya penegakan hukum, 

belum optimalnya sistem pemasyarakatan, serta kurangnya sinergi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Pasal 479 KUHP Nasional perlu diperkuat dengan strategi non-penal melalui pendekatan 

terpadu yang menyentuh akar permasalahan sosial demi terwujudnya ketertiban dan rasa aman masyarakat secara 

berkelanjutan. 

 

Kata Kunci:  Pencurian dengan kekerasan, kejahatan jalanan, KUHP Nasional, efektivitas sanksi pidana 
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 PENDAHULUAN 

Kejahatan jalanan (street crime) merupakan salah satu fenomena kriminalitas yang terus menjadi 

perhatian serius secara global karena dampaknya yang destruktif terhadap rasa aman masyarakat di ruang 

publik (Putri & Muthoifin, 2024). Salah satu bentuk kejahatan jalanan yang paling meresahkan masyarakat 

adalah pencurian dengan kekerasan atau yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah begal. Di 

Indonesia, permasalahan ini terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi, di mana 

kejahatan jalanan menjadi instrumen kritis yang menuntut respons kebijakan kriminal yang lebih efektif 

(Samsidar, 2025).   

Kejahatan ini tidak hanya mengancam harta benda, tetapi juga stabilitas psikologis komunitas 

yang merasa terancam saat beraktivitas di area terbuka. Secara empiris, temuan di lapangan menunjukkan 

bahwa modus operandi pencurian dengan kekerasan kini semakin beragam, salah satunya melalui aksi 

penjambretan yang memanfaatkan kendaraan bermotor dan senjata tajam (Sirait et al., 2023).  

Data Polri menunjukkan bahwa angka kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan 

masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat di berbagai kota besar di Indonesia. Sepanjang tahun 

2024, Indonesia mencatat total 413.037 kasus kriminal yang dilaporkan, dengan jenis kejahatan paling 

dominan adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 52.449 kasus. Data Pusiknas juga menunjukkan 

bahwa lokasi utama kejahatan adalah jalan umum sebesar 33,9%, dengan penggunaan benda tajam 

dilaporkan sebesar 25,7% dari seluruh kasus (Polrespangandaran.id., 2025 

Di berbagai media dipertontonkan modus operandi pelaku pun yang semakin beragam, mulai dari 

pencegatan di jalan sepi, penodongan menggunakan senjata tajam, hingga penganiayaan terhadap korban 

yang berusaha melawan. Fenomena ini semakin diperparah oleh faktor kemiskinan, pengangguran, dan 

rendahnya tingkat pendidikan yang mendorong sebagian individu untuk memilih jalan pintas melalui 

kejahatan. 

Secara kriminologis, maraknya kriminalitas dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor sosial-

ekonomi berupa kemiskinan struktural, pengangguran, rendahnya pendidikan, serta pengaruh lingkungan 

pergaulan yang buruk yang mendorong individu muda memilih jalan kejahatan sebagai cara memenuhi 

kebutuhan hidup (Sari & Azhar, 2019). Apabila tidak ditangani secara serius dan terpadu, fenomena ini 

akan terus menciptakan ketakutan kolektif yang mengganggu ketertiban umum dan produktivitas 

masyarakat secara keseluruhan 

Secara yuridis, pengaturan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilihat 

dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 

biasa diistilahkan KUHP Nasional. Pada Pasal 479 ayat (1) KUHP Nasional ditegaskan bahwa Setiap Orang 

yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman 

Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau 

dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang 

dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

Pencurian dengan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diistilahkan juga sebagai 

pencurian dengan pemberatan karena dikonstruksikan sebagai pencurian berkualifikasi yang mengandung 

unsur-unsur yang memperberat tindak pidana tersebut di atas pencurian dalam bentuk dasarnya. Kualifikasi 

ini didasarkan pada cara atau keadaan tertentu yang menyertai pelaksanaan pencurian, yang oleh pembentuk 

undang-undang dipandang jauh lebih membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi sehingga 

diancam dengan pidana yang lebih berat. 
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Isu ini menjadi sangat penting untuk diteliti mengingat Indonesia sedang berada dalam masa 

transisi hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Perubahan ini membawa pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang 

bersifat retributif atau pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada 

rehabilitasi (Amirullah, 2024).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu 

bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Nasional dan 

bagaimanakah efektivitas sanksi pidana dalam menanggulangi fenomena kejahatan jalanan berupa 

pencurian dengan kekerasan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana atau dikenal KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan 

hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, serta literatur yang relevan, dan bahan hukum tersier 

berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, 

sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif yang mengkaji secara mendalam pengaturan tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan KUHP Nasional dan efektivitas sanksi pidana dalam 

menanggulangi fenomena kejahatan jalanan tersebut. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara yuridis, Indonesia kini memiliki KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pembaruan 

menyeluruh terhadap KUHP warisan kolonial Belanda ((Wetboek van Straftrecht). KUHP Nasional telah 

berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menekankan pada keadilan retributif, 

melainkan pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif (Nur, F., et al., 2023). KUHP 

Nasional ini membawa sejumlah perubahan signifikan dalam perumusan delik, termasuk ketentuan 

mengenai pencurian dengan kekerasan. Pembaruan ini memberikan landasan hukum yang lebih 

menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia 

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memadukan dua unsur berbahaya 

sekaligus, yakni pengambilan hak milik orang lain secara melawan hukum dan penggunaan kekerasan atau 

ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. KUHP Nasional telah merumuskan 

ketentuan yang lebih sistematis dan terstruktur dalam mengatur tindak pidana ini dibandingkan dengan 

KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. 

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam KUHP Nasional 

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku per 2 Januari 2026, pengaturan mengenai 

pencurian dengan kekerasan tidak lagi merujuk pada Pasal 365 KUHP lama (Wetboek van Straftrecht), 

https://dummy-citation.com/citation?d=z%3A7Vjbbhs3EFXSK1r0A9onvhawV7KtKE76UMQtiqRpAiN2kL6OdqldilzulhfHekv73g%2Fy3%2FUMubJl17HzAQJsaUWRwzNnZs6M%2FffF6LNF51St7Ffyr9gFufrmp7e2Ilvv5jfxums7J%2FbEKTXRiv3J%2FoEI0lAjKiU8NZqsiDZELVpp65psULx03caxtIq%2FNPjmCIexWmDRxTk1WGopSKeE7qyXPaw7oxoKoqeKhFc%2ByFb0slUwRdi9You4bCVVO8czX4dryZGwyhDsSKrwYAUO4ENLdkEU8OxxteKlnnxQWGiijm0hnpMRyiq%2BuZSuxZaKgAdOKmdXwEBWeyX6hADH3RJrnVdkCvGspzkuAxuaVGAsFXjA20LaDigpu6HJRy%2BstFKLV8pSs4MljQ8n1CqXbrSw5YCqUjtgRMNkNjQHH6QjA7kFQQKO3VYYOVcNiGlxIMXgBhuJt7ypIa20yl56OZcmtjBfiNfUIsY4P1cl88khhQtwHcAd9WR34GgPQJEv0LRkFi%2FDn%2B5je7wVkaM%2BHaxJZ6aFbiJoYE%2BeA0ELAIZahow0aNltvs8FRsZZEXmBjeGyhO8V06JC3El2jUpBvCSAXYchz3HkYDwVez%2BmAGlkK0DPY8qCoJB%2Bes0lDJWRaReIAtNdAXtIyS2N9JSYHCKBvZXUycgtkfi5EPu474hqUsg5EtiHHz6YqK%2BQ1DCubvi%2BdvDW4MKTdAhXcw7chx3c8%2B2IYAoJGZy3FNTisn7giwKznjKmxFuFHbYGuzJ0ldykNqXudap31rWWSgmFvWZk8LGONhkFerC%2B8T0CELMo5DeyhfgdOeNvxjKfzAljOwdxUAtWi2ubUG6x7aPhq5BvFTxCzJMvQOxUK11KIi9RORU%2BJHgQg1ixCZAAMoyCuqyDmxJeRyyGfONz8srkGrmBEEGLdplKAAn3nnKibfp6Vyg%2FJf%2ByvnLIs1Oc3HaJQuYQR6YHFgfGYyCWC97GGTWo6H0ifqV6mhzL1D2wkDPIKC3Xtxiws0BxQBf9CtShZAamlhQiq3qKIIfgo%2Bq5Axd04rNVhgWJbAlfro4GnNGDZmVJRmWhrtgJJuWs4%2FzJ9ZTY%2BN8BeNaKeYT%2BFeLlEP0dkJiiHSRa32ZrUTbIGr6gYFJgb6uwhlyWsLXegjZELOmh9LLF84YHCRUSdK3FV83oZmlnyUtcIomylpxeKsgcUjQk8X068nG%2Bh9Jifea6zi94VjVgcZ%2BDL2hGgzRcNrbcjXN4Y4iwvzu8X4MArhLW%2ByUWboI5wOjRGzhqso5QaMaz5ulah07crKVgo2lobk15B5rCGn4hTiToSCKVekWIy8htiusku3HvhJOJYsnKE8pQVDenkCUB99BSOdysJrlWIRaaeU554ZA04HItLFddDGLtoFaksfuqx94VwbmCdFdKtb3JTvrUoIaEBiUeFYLCyoFJuSpapH8qMs60JfznRptb7gA3ubmRCykb0ojl47UOeKu4IJPnuIjFpHrfOX0x%2Bg7%2B%2BuCoDNtxcjtObsfJ7Ti5HSe34%2BR2nNyOk9txcjtOfvo4aagspfey%2BhUjXQ0qH%2B3u7bdlB6AK3r2wi%2B5i9EVNMTSd8x9Qzj1mzt%2Fw27lqUhzMpPI%2Bym9lUMFIfbLCwXPxopK0OOswpcgv%2B0tjf3Ql4djF6IHqqZZvAEVejB5ClZwPx1j5%2FoeygUwNz9HwSafmEYc8%2Fo%2F6sII28InFAkyYlXqGSSwaBF7W6gzBOJFh1VWuM3JUqspfjD4vq06di71JMZ09fvJk7BO8XQV4xdlM7e0Ve5PJbFYpP7cf8OrtP2p%2FdjjdnR0%2BOshPh4cHfzYdl4qR5%2FrddDqZPpkcPp49XibHE29L8DYFb7uTA%2B2k7yKm0rfOnL9pQuj90%2FF4GdHVTbF5fdkVqhqj7OR50Tf9JrQxYaIq
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melainkan sepenuhnya beralih ke Pasal 479 di dalam Buku II, Bab XXIV KUHP Nasional tentang Tindak 

Pidana Pencurian. Perumusan Pasal 479 lebih terstruktur dan berbasis nilai-nilai hukum nasional Indonesia. 

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk pencurian yang memiliki tingkat bahaya lebih 

tinggi dibanding pencurian biasa. Hal ini disebabkan karena delik tersebut tidak hanya menyerang hak milik 

korban, tetapi juga menyerang rasa aman, keselamatan tubuh, bahkan nyawa korban. Dalam KUHP lama, 

pencurian dengan kekerasan dikenal melalui Pasal 365 KUHP. Dalam KUHP Nasional, substansi tersebut 

dipertahankan dan disusun kembali dalam Pasal 479. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk 

undang-undang tetap menempatkan pencurian dengan kekerasan sebagai tindak pidana serius karena 

memiliki dimensi ganda, yaitu kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan terhadap orang. 

Pasal 479 KUHP mengatur tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman 

kekerasan terhadap orang, baik sebelum, selama, maupun sesudah pencurian dilakukan, dengan tujuan 

mempersiapkan, mempermudah, atau mempertahankan penguasaan barang curian.  

Adapun kualifikasi sanksi pidana pasal 479 KUHP dapat dilihat pada tabel berikut:  

Ayat Bentuk Perbuatan Ancaman Pidana 

(1) Pencurian disertai kekerasan/ancaman kekerasan Maksimal 9 tahun penjara 

(2) Dilakukan malam hari, di jalan umum, kendaraan 

umum, dengan merusak/memanjat/kunci palsu, 

mengakibatkan luka berat, atau dilakukan bersama-

sama 

Maksimal 12 tahun penjara 

(3) Mengakibatkan kematian korban Maksimal 15 tahun penjara 

(4) Dilakukan bersama-sama, disertai cara tertentu, 

mengakibatkan luka berat atau kematian 

Pidana mati atau seumur 

hidup 

 

Pengaturan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 479 KUHP Nasional memiliki relevansi 

yang sangat tinggi dengan fenomena kejahatan jalanan yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia. 

Perumusan yang secara eksplisit menyebutkan jalan umum dan kendaraan angkutan umum sebagai lokasi 

yang memperberat ancaman pidana mencerminkan respons legislatif yang tepat terhadap realitas lapangan, 

di mana sebagian besar aksi begal dan perampokan terjadi justru di ruang-ruang publik yang seharusnya 

menjadi tempat yang aman bagi masyarakat. Dengan ancaman pidana yang berjenjang hingga pidana mati, 

pembentuk undang-undang berharap ketentuan ini mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi calon 

pelaku kejahatan jalanan 

Ketentuan dalam Pasal 479 KUHP Nasional yang mengancam pelaku dengan pidana mati atau 

seumur hidup apabila kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan luka berat atau 

kematian korban merupakan penegasan bahwa negara memandang serius fenomena kejahatan jalanan yang 

terorganisir. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aksi begal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata 

secara terkoordinasi tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menciptakan ketakutan 

kolektif yang mengganggu ketertiban umum dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, penerapan Pasal 479 KUHP Nasional secara konsisten dan tegas merupakan keniscayaan yang 

tidak dapat ditawar dalam rangka memulihkan rasa aman masyarakat di jalan umum (Pusiknas Polri, 2024). 

Rumusan pada Pasal 479 memperlihatkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya melihat pencurian 

dari aspek pengambilan barang, tetapi juga dari cara pelaku melakukan pencurian. Menurut Moeljatno 

(2008), suatu tindak pidana harus dipahami dari unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan 
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ancaman pidananya. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, unsur melawan hukum tidak hanya 

tampak dari pengambilan barang milik orang lain, tetapi juga dari penggunaan kekerasan sebagai sarana 

untuk mewujudkan niat jahat pelaku. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan memiliki kualitas 

kriminal yang lebih berat daripada pencurian biasa.  

Dari sudut pandang yuridis, pengaturan Pasal 479 KUHP Nasional menunjukkan tiga hal penting. 

Pertama, KUHP Nasional tetap mempertahankan perlindungan terhadap hak milik sebagai kepentingan 

hukum yang dilindungi. Kedua, KUHP Nasional mempertegas bahwa penggunaan kekerasan dalam 

pencurian merupakan faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana. Ketiga, KUHP Nasional 

memberikan ruang bagi hakim untuk menilai derajat kesalahan pelaku berdasarkan akibat yang ditimbulkan 

dan kondisi faktual saat tindak pidana terjadi. 

Namun, pengaturan pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Nasional tidak dapat dipahami 

hanya sebagai masalah ancaman pidana. Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan 

bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan 

pembimbingan, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan 

pelaku. Arah ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak semata-mata menggunakan pendekatan 

pembalasan, tetapi juga mengandung orientasi pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan 

pelaku 

B. Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Fenomena Kejahatan Jalanan Berupa Pencurian 

dengan Kekerasan 

Efektivitas sanksi pidana terhadap pencurian dengan kekerasan tidak cukup dinilai dari beratnya 

ancaman pidana dalam undang-undang. Sanksi pidana dapat dikatakan efektif apabila mampu mencegah 

calon pelaku melakukan kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, 

memulihkan rasa keadilan korban, dan menekan pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, efektivitas sanksi 

pidana harus dilihat melalui hubungan antara norma hukum, penegakan hukum, dan kondisi sosial yang 

melatarbelakangi kejahatan. 

 Seokanto, S. (2008) menyatakan bahwa efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu 

kaidah hukum berhasil mencapai tujuannya dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan yang 

dikehendaki. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap 

kaidah hukum adalah pencantuman sanksi yang tegas sebagai konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran 

yang dilakukan. 

Dalam fenomena kejahatan jalanan, pencurian dengan kekerasan sering muncul dalam bentuk 

begal, penjambretan, perampasan barang, atau pencurian yang disertai ancaman terhadap korban di ruang 

publik. Kejahatan ini menimbulkan dampak sosial yang luas karena menciptakan rasa takut masyarakat 

dalam menggunakan ruang publik. Korban tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga trauma 

fisik dan psikologis. Oleh karena itu, ancaman pidana berat dalam Pasal 479 KUHP Nasional memiliki 

dasar rasional karena negara perlu memberikan perlindungan kuat terhadap keamanan masyarakat. 

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dalam 

kenyataannya masih sangat sering terjadi di wilayah hukum Indonesia dan menjadi persoalan yang belum 

terselesaikan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang tersedia baru 

mampu menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, namun belum cukup efektif untuk 

memberantasnya dari akar permasalahannya (Hakim, A., & Kamelo, T, 2013). 
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Secara teoritis, sanksi pidana memiliki fungsi pencegahan umum dan pencegahan khusus. 

Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan karena adanya ancaman 

hukuman. Pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut 

Muladi dan Arief (2010), pemidanaan modern tidak cukup hanya bersifat retributif, tetapi perlu memadukan 

perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, 

pidana penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dibenarkan karena perbuatannya 

mengandung ancaman nyata terhadap keselamatan korban dan ketertiban umum. Meskipun demikian, 

efektivitas sanksi pidana tidak otomatis lahir dari beratnya ancaman pidana. 

Secara kriminologis, maraknya kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal di Indonesia 

dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Rendahnya 

tingkat pendidikan, pengangguran, dan tingginya biaya hidup menciptakan kondisi yang mendorong 

individu, khususnya kalangan usia muda, untuk memilih jalan kejahatan sebagai cara memenuhi kebutuhan 

hidup, yang semakin diperparah oleh pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk dan tekanan kelompok 

sebaya (Nasution, R. et al., 2025).  

Ramadhani et al. (2024) menemukan bahwa kepadatan penduduk berhubungan positif dengan 

jumlah kriminalitas, sedangkan faktor kemiskinan, pendapatan, dan pengangguran memiliki hubungan 

yang lebih kompleks. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kriminalitas tidak dapat dijelaskan hanya 

melalui satu variabel, karena selalu berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kepadatan wilayah, dan 

kesempatan melakukan kejahatan. Aulia & Suharsih (2026) dalam penelitian tentang kriminalitas pencurian 

di Indonesia juga menegaskan bahwa pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga 

mengancam stabilitas pembangunan dan kohesi sosial. 

Dengan demikian, sanksi pidana dalam Pasal 479 KUHP Nasional dapat dikatakan efektif secara 

normatif karena telah menyediakan dasar hukum yang tegas dan bertingkat. Namun, efektivitas faktualnya 

dalam menanggulangi kejahatan jalanan sangat bergantung pada kepastian penegakan hukum, kemampuan 

aparat mengungkap perkara, kualitas pembuktian, keberpihakan kepada korban, serta kebijakan 

pencegahan sosial. Oleh karena itu, penanggulangan pencurian dengan kekerasan harus dilakukan melalui 

pendekatan terpadu antara pemidanaan, pencegahan kejahatan, perlindungan korban, dan pembenahan 

faktor sosial yang memicu kriminalitas. 

Masih diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Penegak hukum yang berintegritas 

sebagai instrumen perubahan sosial hanya dapat terwujud apabila aparatur penegak hukum berintegritas, 

hukum yang progresif, dan dukungan masyarakat yang menjadi subyek penegakan hukum (Zulfadli, M.,  et 

al., 2017). Selain itu optimalisasi sistem pemasyarakatan sehingga tidak memunculkan residivisme pelaku, 

serta pentingnya pendekatan sosial-ekonomi yang menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan 

pengangguran yang menjadi faktor utama pendorong maraknya kejahatan jalanan di Indonesia. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, 

pengaturan pencurian dengan kekerasan dalam KUHP Nasional telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 

479 KUHP Nasional. Pasal ini mengatur bentuk dasar, keadaan pemberat, dan akibat yang memperberat 

pidana. Secara yuridis, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan serius 

terhadap hak milik, keselamatan tubuh, dan rasa aman masyarakat. Kedua, afektivitas sanksi pidana dalam 
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menanggulangi kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan tidak cukup bergantung pada 

beratnya ancaman hukuman. Sanksi pidana pidana akan efektif apabila dapat menyelesaikan akan 

permasalahan kejahatan yakni kemiskinan, lemahnya kapasitas penegakan hukum, belum optimalnya 

sistem pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, Pasal 479 KUHP Nasional harus ditempatkan sebagai instrumen penal yang perlu 

diperkuat dengan strategi non-penal. 
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